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SALINAN 

BUPATI KAMPAR 
PRO VINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 37 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama belum cukup mengakomodir kebutuhan 

Pemerintah Daerah terhadap proses penerimaan peserta 

didik baru; 

b. bahwa untuk menindakianjuti Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta 

Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiiki Potensi 

Kecerdasan dan! atau Bakat Istimewa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk 1-lukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 70 TAHUN 2019 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Barn Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten 

Kampar Tahun 2019 Nomor 70) diubah, sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Kampar. 

3. Bupati adalah Bupati Kampar. 

4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang 

selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas 

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Kampar. 



5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama. 

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya 

disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangari jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TIC 

adalah salah satu bentuk Sekolah anak Usia Dini 

pada jalur pendidikan formal. 

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

Pendidikan Dasar. 

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya 

disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar 

sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang 

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 

diakui sama atau setara SD atau MI. 

10. Penenimaan peserta didik barn yang selanjutnya 

disingkat PPDB adalah penenimaan peserta didik 

baru pada TK dan Sekolah. 

11. Perpindahan peserta didik adalah penenimaan 

peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain. 

12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN 

adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi 

lulusan pada mata pelajaran tertentu secara 

nasional dengan mengacu standar kompetensi 

lulusan. 



13. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dan 

hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam surat 

tanda kelulusan, sertifikat hasil ujian nasional atau 

surat keterangan yang berpenghargaan sama 

diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus. 

14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya 

disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi 

nilal UN serta tingkat capaian standar kompetensi 

lulusan yang dinyatakan dalam kategori. 

15. Piagam prestasi adalah Piagam kejuaraan lomba 

biciang akademis maupun non akademis yang 

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan 

dan Olahraga, Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ 

Kecamatan, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas 

Kesehatan, PMI dan Kwartir Gerakan Pramuka. 

16. Sertifikat Kejuaraan adalah hasil terbaik dalam 

festival yang setara dengan juara 1 (satu). 

17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru 

yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara 

serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan 

tempat tinggal/domisili dan nilai ujian sekolah 

berstandar nasional. 

18. Jalur Afirmasi adalah penerimaan PPDB yang 

diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dan 

keluarga ekonomi tidak mampu, paling sedikit 15 % 

(lima belas persen) dari daya tampung. 

19. Jalur Prestasi Bakat Minat adalah penerimaan 

peserta didik barn dengan mempertimbangkan 

prestasi akademik dan atau non akademik, bakat 

minat dan kemampuan ekonomi. 

20. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah 

penerimaan peserta didik barn sesuai dengan 

alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling 

singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, 

sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung 

sekolah. 



2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 20 

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada 

jenjang TK, SD clan SMP dilaksanakan oleh Dinas 

Dikpora. 

(2) Sekolah harus menerapkan masa perkenalan bagi 

peserta didik baru selama 2 (dua) minggu pertama 

masuk sekolah. 

(3) Sekolah menerapkan pembelajaran yang membangun 

6 (enam) kemampuan fondasi anak yang dibangun 

secara kontinu dari PAUD sampai kelas 2 (dua) SD. 

Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 

pada tanggal 29 Desember 2023 

Pj. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

HAMBALI 

Diundangkan di Bangkinang 

pada tanggal 29 Desember 2023 

P1h. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR, 

ttd 

YUSRI 
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